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TENTANG

MASA PERALIHAN PROSES PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Oalam rangka tindaklanjut Keputusan Gubernur Nomor 2059 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Badan Koordinasi Penataan Ruang Oaerah dan dicabutnya Keputusan Gubernur Nomor 489/2009
tentang Tim Pertimbangan Urusan Tanah (TPUT), serta untuk mengantisipasi terhambatnya
pelayanan perizinan pemanfaatan ruang, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kepala Oinas Tata Ruang Provinsi OKI Jakarta

Sambil menunggu petunjuk pelaksanaan untuk operasional Sekretariat
dan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Koordinasi Penataan Ruang Oaerah
(BKPRD), agar Saudara memproses sampai selesai semua permohonan
perizinan yang telah diajukan dan/atau dibahas dalam forum Rapat
Pimpinan Tim Pertimbangan Urusan Tanah (Rapim TPUT) sampai
dengan bulan Maret 2014.

Dalam proses penyelesaian permohonan penzlnan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU, agar Saudara berkoordinasi dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Oaerah (SKPO/
UKPD) terkait dan apabila diperlukan kebijakan Gubernur supaya
dilaporkan melalui Rapat Pimpinan Gubernur.

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur
melalui PIt. Sekretaris Oaerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

a.n. G\Jbernur Provinsi Oaerah Khusus
Ibukota Jakarta ,

j!.. PIt. Sekretaris Daerah, It!
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NIP 195803121986101001
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